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PRAKATA 


Keluarga merupakan kesatuan terkecil dan sekaligus merupakan 
soko guru masyarakat. Pendidikan anggota masyarakat dimulai dari 
keluarga yang sehat dan sejahtera. Pendidikan yang berasal dari 
keluarga yang baik bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang 
sehat dan tertib. Oleh karena itu, di dalam hubungan kekeluargaan, 
unsur moral, sopan santun, dan agama memainkan peranan yang 
sangat mendalam. 

Jika kita perhatikan dalam praktik sehari-hari, kerap ditemukan 
permasalahan keluarga yang begitu kompleks. Tidak jarang 
permasalahan tersebut hanya bisa diselesaikan secara hukum karena 
menemui kesulitan saat akan didamaikan secara kekeluargaan. 
Permasalahan tersebut bisa berwujud dalam beragam kasus. 
Sebut saja permasalahan perkawinan, perceraian, bahkan peristiwa 
kematian pun bisa menimbulkan masalah hukum yang cukup 
serius. Tentu saja semua masalah tersebut perlu diselesaikan. Bila 
tidak segera diselesaikan secara bijak, tidak tertutup kemungkinan 
akan berkembang menjadi suatu permasalahan besar. Jika 
sudah berkembang dan membesar maka dapat memecah belah 
keharmonisan suatu keluarga. Lebih mengerikan lagi jika sampai 
memecah belah persatuan keluarga besar. 
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M elalui buku kecil dan sederhana ini, penulis mencoba menyusun 
beberapa solusi atas masalah hukum keluarga yang kerap ditemukan 
dalam praktik hukum sehari-hari. Masalah di sini merupakan 
pengembangan dari beragam kasus yang termuat di blog dan website 
saya. Meskipun buku ini jauh dari kata sempurna, tetapi penulis 
berkeyakinan bahwa buku ini dapat memberi petunjuk-petunjuk 
praktis atas masalah yang terkait hukum keluarga. Mungkin saat 
ini Anda juga sedang menghadapi kasus seputar hukum keluarga, 
semoga buku ini bisa membantu. 


Penulis, 
NM. Wahyu Kuncoro, S.H. 


Seputar Masalah 
Perkawinan 
dan Keluarga di 
Indonesia 
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Secara umum yang dimaksud hukum keluarga (familierecht/ law of 
familie) adalah ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan 
hak dan kewajiban seseorang dalam hubungannya sebagai anggota 
keluarga, baik karena hubungan darah maupun karena hubungan 
perkawinan. Lebih jauh lagi, hukum keluarga berarti aturan hukum 
tentang hak dan kewajiban seseorang dalam hubungannya sebagai 
suami istri, sebagai orang tua, dan atau hubungannya sebagai anak 
kepada orang tuanya. J ika berbicara tentang hukum keluarga, pada 
dasarnya kita juga akan berbicara tentang perkawinan, perceraian, 
harta benda dalam perkawinan, kekuasaan orang tua, pengampuan, 
dan perwalian. 

Pada dasarnya sifat dasar aturan hukum keluarga sangat 
fleksibel, dapat mengikuti perkembangan masyarakat karena aturan- 
aturan tentang hukum keluarga tidak hanya mengacu kepada aturan 
tertulis. Norma agama, nilai-nilai hukum, dan rasa keadilan yang 
hidup dalam masyarakat juga dapat menjadi sumber hukum tidak 
tertulis dalam penyelesaian masalah hukum keluarga. Oleh karena 
itu maka dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip hukum keluarga 
Indonesia adalah sebagai berikut. Mengacu pada norma-norma yang 
hidup di masyarakat Indonesia kita dapat memahami bahwa prinsip- 
prinsip hukum keluarga Indonesia adalah sebagai berikut. 


a. Monogami. Seorang pria hanya boleh mempunyai satu orang 
istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai satu orang 
suami. 

b. Konsensual. Perkawinan dilakukan jika terdapat persetujuan 
antara calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan. 

c. Persatuan bulat. Antara suami istri terjadi persatuan harta 
benda yang dimilikinya. 
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d. 


e. 


Proporsional. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan 
hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga 
maupun di dalam pergaulan masyarakat. 

Tidak dapat dibagi-bagi. Di dalam perwalian, hanya ada seorang 
wali, 


Di Indonesia, sebuah perkawinan didasarkan pada peraturan 


perundang-undangan, yaitu UU No.1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan. Undang-undang tersebut mengatur persyaratan 
yang harus dipenuhi untuk seseorang melangsungkan perkawinan. 
Jika persyaratan tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut bisa 
dikatakan ilegal. Berikut ini adalah persyaratan yang terdapat dalam 
undang-undang. 


a. 
BE: 
c 


Adanya persetujuan kedua calon mempelai (pasal 6 ayat (11). 
Tidak adanya larangan perkawinan (pasal 8). 

Terpenuhinya batas umur yang dipersyaratkan yakni pihak pria 
sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak 
wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (pasal 7). 
Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 
umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua 
orang tua (pasal 6 ayat (2)). 

Di antara kedua calon mempelai tidak terikat dengan tali 
perkawinan yang lain, kecuali ada izin dari pengadilan (pasal 9). 
Di antara kedua calon mempelai belum pernah terjadi dua (2) kali 
perceraian, kecuali hukum agama yang dianutnya menentukan 
yang lain (pasal 10). 

Telah lewat masa iddah atau jangka waktu tunggu karena 
putusnya perkawinan (pasal 11). 
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h. Dilangsungkan menurut agama dan kepercayaannya serta 
dicatatkan pada Kantor Pencatat Perkawinan dan Perceraian 
(pasal 2). 


Terkait dengan izin orang tua, jika salah seorang dari kedua 
orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu 
menyatakan kehendaknya, izin cukup diperoleh dari orang tua 
yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan 
kehendaknya. Bagaimana jika kedua orang tua sudah meninggal? 
Jika mengalami hal seperti ini izin diperoleh dari wali, orang yang 
memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam 
garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam 
keadaan dapat menyatakan kehendaknya. J ika terdapat perselisihan 
mengenai pihak yang berhak memberikan izin melangsungkan 
perkawinan maka pengadilan, atas permintaan orang tersebut, dapat 
memberikan izin. 

Prosedur pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam 
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1975. Bagi yang beragama Islam, 
pencatatan perkawinannya dilakukan oleh pegawai pencatat 
perkawinan. Pada UU No.32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, 
Talak, dan Rujuk, pihak yang melakukan pencatatan adalah Kantor 
Urusan Agama (KUA). Bagi mereka yang beragama selain Islam, 
pencatatan perkawinan dan perceraiannya dilakukan oleh pegawai 
pencatat pada Kantor Catatan Sipil. Secara umum tahapan awal 
pencatatan perkawinan, baik yang dilakukan Kantor Urusan Agama 
dan Kantor Catatan Sipil, meliputi kegiatan-kegiatan di bawah ini. 


a. Pendaftaran 
Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan, sekurang- 
kurangnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan 
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dilangsungkan, memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai 
pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. 

Pemberitahuan akan melangsungkan perkawinan dapat 
dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, oleh 
orang tua, atau wakilnya. Jika pemberitahuan dilakukan secara 
tertulis maka pemberitahuan tersebut memuat nama, usia, agama/ 
kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai. Apabila 
salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama 
istri atau suami terdahulu. 


b. Pemeriksaan 
Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak 

melangsungkan perkawinan, meneliti syarat-syarat perkawinan 

menurut UU No.1 Tahun 1974. Penelitian ini juga mencakup atas 
dokumen-dokumen seperti di bawah ini. 

(1) Kutipan aktakelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. J ika 
tidak memiliki akta kelahiran atau surat kenal lahir, membuat 
surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon 
mempelai yang diberikan oleh kepala desa atau yang setingkat 
dengan itu. 

(2) Keterangan mengenai nama, agama/ kepercayaan, pekerjaan, 
dan tempat tinggal orang tua calon mempelai. 

(3) Izin tertulis/izin pengadilan, apabila salah seorang calon 
mempelai, atau keduanya, belum mencapai umur 21 (dua puluh 
satu) tahun. 

(4) Izin pengadilan. Hal ini dibutuhkan jika calon mempelai adalah 
seorang suami yang masih mempunyai istri. 

(5) Surat kematian istri atau suami yang terdahulu. J ika pasangan 
pernah menikah dan bercerai maka dibutuhkan surat keterangan 
perceraian. 
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(6) Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam 
atau Panglima TNI, jika salah seorang calon mempelai, atau 
keduanya, anggota TNI. 

(7) Surat kuasa autentik atau di bawah tangan, yang disahkan oleh 
pegawai pencatat. Hal ini dibutuhkan jika salah seorang calon 
mempelai, atau keduanya, tidak dapat hadir sendiri karena 
sesuatu alasan yang penting sehingga mewakilkan kepada orang 
lain. 


Hasil pemeriksaan akan dicatat oleh pegawai pencatat. Apabila 
ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan, seperti 
yang dimaksud undang-undang dan atau belum dipenuhinya 
pernyataan izin dari orang tua/ pengadilan maka hal tersebut segera 
diberitahukan kepada calon mempelai, kepada orang tua, atau 
kepada wakilnya untuk segera dilengkapi. 


Cc. Pengumuman 
Setelah semua persyaratan terpenuhi dan tidak ada halangan 

perkawinan, pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman 
tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan 
selama 10 (sepuluh) hari dengan cara menempelkan surat 
pengumuman pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah 
dibaca oleh umum di Kantor Pencatatan Perkawinan. Pengumuman 
tersebut ditandatangani oleh pegawai pencatat dan memuat hal-hal 
berikut ini. 

(1) Nama, umur, agama/ kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman 
dari calon mempelai, dan dari orang tua calon mempelai. Apabila 
salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan nama 
istri dan atau suami mereka terdahulu. 

(2) Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan akan dilangsung- 
kan. 
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d. Perkawinan 

Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak 
pengumuman kehendak perkawinan dilakukan oleh pegawai 
pencatat. Adapun tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum 
masing-masing agama atau kepercayaan kedua calon mempelai. 
Perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dengan 
dihadiri oleh dua orang saksi. 

Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan, kedua mempelai 
menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai 
pencatat dan ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai 
pencatat yang menghadiri perkawinan. Bagi yang melangsungkan 
perkawinan menurut agama Islam, akta perkawinan (buku nikah) 
ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. M elalui 
penandatanganan akta perkawinan maka perkawinan telah tercatat 
secara resmi. 


Tahapan perkawinan menurut 
hukum di Indonesia 


(1 Melakukan pendaftaran ke 2 Pegawai pencatatan melakukan 
pegawai pencatatan pemeriksaan 


2 Petugas pencatatan (4) Perkawinan dilangsungkan 
menempelkan pengumuman 
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Seorang teman pernah berkeluh kesah tentang kisah cintanya. Dia 
sudah menjalin hubungan dengan kekasihnya selama lebih dari 
tiga tahun. Kedua pasangan ini berkeinginan untuk melanjutkan 
ke jenjang yang lebih serius, yakni perkawinan. Namun, keinginan 
tersebut seolah membentur dinding tebal. Agama sang kawan 
berbeda dengan agama sang kekasih. M ereka bingung karena untuk 
melangsungkan perkawinan beda agama di Indonesia tidak semudah 
perkawinan pasangan seagama. 

Pada dasarnya hukum perkawinan Indonesia memang melarang 
terjadinya perkawinan antara kedua calon mempelai yang berbeda 
agama atau berbeda keyakinan. Hal ini diatur dalam pasal 2 ayat (1) 
UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah 
sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya 
dan kepercayaannya itu. Ketegasan pelarangan perkawinan beda 
agama ditegaskan pula dalam pasal 8 huruf (f) UU No.1 Tahun 1974 
yang menegaskan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang, yang 
oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. 

Larangan perkawinan beda agama bagi pemeluk agama 
Islam ditegaskan dalam pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI). 
Pasal tersebut menyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang 
melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak 
beragama Islam sedangkan bagi pria Islam, menurut pasal 40 
huruf (c) KHI, dilarang melangsungkan perkawinan dengan 
seorang wanita yang tidak beragama Islam. Menurut agama Islam, 
perkawinan adalah lembaga suci yang melibatkan nama Allah dalam 
upacara perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 2 KHI bahwa 
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perkawinan menurut Hukum Islam merupakan akad yang sangat 
kuat atau mitsagan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan 
melaksanakannya merupakan ibadah karena perkawinan merupakan 
lembaga yang suci dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan 
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. 

Ketegasan larangan perkawinan beda agama adalah mutlak 
mengingat perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir, tetapi 
juga unsur batin. Ketegasan larangan ini jelas menunjukkan bahwa 
perkawinan merupakan suatu perikatan lahir batin antara seorang 
pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, meskipun pada 
dasarnya ada larangan terhadap perkawinan beda agama, tetapi 
dalam praktiknya perkawinan beda agama dapat dilakukan di 
Indonesia. Dasar hukumnya adalah ketentuan pasal 21 UU No. 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan. 


Pasal 21 UU No 1 Tahun 1974 


(1) Jika pegawai pencatat perkawinan 
berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada 
larangan menurut undang-undang ini maka ia akan 
menolak melangsungkan perkawinan. 

Di dalam hal penolakan maka permintaan salah satu pihak 
yang ingin melangsungkan perkawinan. Oleh pegawai 
pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan 
tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan- 
alasan penolakannya. 

Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan 
permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana 


(2 


— 


(3 


— 
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pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan 
berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan 


) menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas. 
(4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat 

2 dan akan memberikan ketetapan, ia akan menguatkan 

» penolakan tersebut atau memerintahkan supaya perkawinan 


dilangsungkan. 

p (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan 
yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak 
3 yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang 
maksud mereka. 


Berdasarkan ketentuan pasal 21 di atas maka bagi mereka 
yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama, tindakan 
yang perlu dilakukan adalah mengajukan permohonan izin untuk 
melangsungkan perkawinan beda agama. Permohonan diajukan 
kepada pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup lokasi 
perkawinan akan dilangsungkan atau domisili calon mempelai. 

Setelah diterbitkan penetapan pengadilan maka perkawinan 
beda agama tersebut dapat dilangsungkan dan dicatatkan pada 
kantor catatan sipil. Penegasan tentang pencatatan perkawinan beda 
agama dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 35 huruf a UU No.23 
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-undang 
tersebut menyatakan bahwa pencatatan perkawinan berlaku pula 
bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Pada penjelasan 
pasal 35 huruf a dikatakan, yang dimaksud dengan " perkawinan 
yang ditetapkan oleh pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan 
antar umat yang berbeda agama. 
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Perkawinan Beda Agama 
yang Berlangsung Dua Kali 


Suatu hari ada sepasang kekasih yang berkonsultasi dengan saya. 
Mereka ingin menikah, tapi terhalang perbedaan agama. Mereka 
ingin melangsungkan perkawinan sebanyak dua kali, mengikuti tata 
cara Masing-masing agama. Pertama akad dilangsungkan di KUA 
sesuai agama mempelai pria dan yang kedua dilangsungkan menurut 
tata cara agama mempelai wanita. 

Pada praktik sehari-hari, kerap ditemukan adanya proses 
pencatatan suatu perkawinan dalam dua (2) lembaga pencatat 
perkawinan (KUA dan Kantor Catatan Sipil). Aturan hukum di 
Indonesia belum secara tegas melarang atau memperbolehkan 
tindakan pencatatan dalam dua lembaga pencatat perkawinan. 
Jadi, mereka yang melangsungkan akad nikah dua kali dengan cara 
agama yang berlainan tetap dianggap sah oleh hukum Indonesia. 
Namun, pada dasarnya tindakan tersebut termasuk tindakan 
yang akan mengaburkan arti dan tujuan dilakukannya pencatatan 
perkawinan seperti yang diatur dan dikehendaki undang-undang 
perkawinan, yakni adanya kepastian hukum atas perkawinan 
tersebut. Disarankan agar Anda cukup mencatatkan perkawinan 
satu kali. Ketentuan ini mengacu pada pasal 35 UU No. 23 Tahun 
2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa 
keabsahan perkawinan beda agama tidak perlu dilakukan dengan dua 
(2) kali proses pencatatan perkawinan di dua (2) kantor lembaga 
pencatat perkawinan, melainkan cukup mencatatkan perkawinan 
tersebut pada salah satu lembaga pencatatan perkawinan dengan 
melampirkan ketetapan pengadilan. 
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Pendidikan Agama Bagi 
Anak-Anak dari Pasangan 
Beda Agama 


“Salah satu masalah yang sering ditanyakan orang saat berkonsultasi 
tentang perkawinan beda agama adalah masalah pendidikan agama 
buah hati. Bagi mereka yang menikah beda agama, pendidikan 
agama bagi buah hati memang menjadi masalah yang pelik karena 
akan ada potensi "perebutan" pengaruh dari masing-masing orang 
tua untuk menanamkan ajaran agama masing-masing. Anak dapat 
mengalami kebingungan dan kesesatan karena diberikan pemahaman 
agama yang berbeda-beda. Hal ini jelas bertentangan dengan 
prinsip pemeliharaan anak yang lebih mengutamakan kepentingan 
yang terbaik bagi anak. Pasal 42 UU No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak dikatakan sebagai berikut. 

(1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut 

agamanya. 

(2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang 
dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya. 


Penjelasan pasal 42 ayat (2) di atas mengatakan bahwa anak 
dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah 
berakal dan bertanggung jawab, serta memenuhi syarat dan tata 
cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya, dan ketentuan 
peraturan perundang-unangan yang berlaku. 

M engacu pada ketentuan di atas, untuk menentukan pendidikan 
agama bagi anak dalam perkawinan yang berbeda agama, harus 
melibatkan peran dan minat si anak terhadap agama salah satu dari 
kedua orang tua. Kedua orang tua dapat membuat kesepakatan 
tentang pendidikan agama bagi si anak. 
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